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Abstrak
 

Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU menjadikan BUMN sebagai Debitor yang hanya dapat diajukan permohonan

pernyataan pailit dan PKPU oleh Menteri Keuangan. Penjelasan Pasal 2 ayat (5) menyatakan bahwa

ketentuan ini berlaku pada BUMN yang seluruh modalnya adalah milik negara dan tidak terbagi atas saham.

Persero merupakan BUMN dalam bentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham. Terhadap

BUMN Persero terdapat beberapa putusan yang menyatakan bahwa Persero merupakan bagian dari BUMN

yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU, seperti putusan permohonan pernyataan pailit PT Merpati

Nusantara Airlines (PT MNA) dan putusan permohonan PKPU PT Angkasa Pura II (PT AP II). Namun,

apabila merujuk kepada Pasal 1 angka 2 UU BUMN maka terjadi ketidaksinkronan antara pengertian

Persero dengan penjelasan BUMN yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU. Pada skripsi ini akan

membahas mengenai kedudukan hukum dari Persero dalam kepailitan serta kewenangan kreditor dalam

melakukan permohonan pailit maupun PKPU terhadap Persero. Metodologi yang digunakan dalam skripsi

ini adalah yuridis normatif yakni analisis permasalahan akan berdasarkan pada undang-undang yang

berkaitan. Secara singkat, kedudukan hukum dari Persero adalah sama dengan perseroan terbatas lainnya

sehingga terhadap Persero dapat diajukan permohonan pernyataan pailit maupun permohonan PKPU. Pihak

yang dapat melakukan permohonan pernyataan pailit atau permohonan PKPU ini adalah Debitor itu sendiri

maupun Para Kreditornya.

......SOEs as special debtors as stipulated in Article 2 paragraph (5) of the KPKPU Law make it only

possible to apply for bankruptcy and suspension of payment by the Minister of Finance. This provision

applies to SOEs engaged in the public interest only, namely SOEs whose entire capital is state-owned and

not divided into shares. Persero SOEs is a SOE in the form of a limited liability company whose capital is

divided into shares whose entire or at least 51% of the shares are owned by the state with the aim of

pursuing profits. Against Persero SOEs, there are several rulings stating that Persero is part of the SOEs

referred to in Article 2 paragraph (5) of the KPKPU Law. However, when referring to Article 1 number 2 of

the SOEs Law, there is a synchrony between the definition of Persero and the explanation of SOEs referred

to in Article 2 paragraph (5) of the KPKPU Law. This thesis will discuss the legal position of Persero,  in the

application for bankruptcy and suspension of payment as well as the authority of creditors in making

applications against both. The methodology used in this thesis is normative juridical, namely the analysis of

problems will be based on related laws. In short, the legal position of Persero is the same as other limited

liability companies so that against Persero, an application for bankruptcy statement or suspension of

paymentapplication can be filed. The parties who can apply for a bankruptcy statement or suspension of
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payment application are the Debtor himself and his Creditors.


